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Dukung Program Unggulan Prabowo

Komisi V DPR Minta Bedah Rumah Dipercepat

SENAYAN mendorong per
cepatan realisasi program be
dah rumah yang menjadi salah
satu program ungpulan Presiden
Prabowo Sublanto. Apalagi tabun
2026 jumlah rumah yang akan
dibedah menjadi 400 ribu unit,
naik signifikan darl tahun 2023
schanyak 43 ribu unit

Wiakil Kefua Komisi ¥ DPR
Andi lwan Darmawan Aras me
nzatakan. program bedah rumah
ini menunjukkan perhatian Pre
siden Prabowo Subianto terhiadap
masyarakat keeil. Program terse
but diharaphan dapat memper
baiki kualitas hidup rakyat yang
membutuhkan.

"Target renovasi 400 ribu
rumah rakyat pada 2026 mepun

jukkan arah kebijakan perumah

an nasional memberi perhatian
lebih besar pada kualitas hunian

yang sidah dirempati masyara

kat," ujar Iwan di Jakarta, Senin
(131472026).

Sebelumnya. Menteri Peru
mahan dan Kawasan Permuki
man (PKP) Maruarar Sirait me
nzatakan, target program bedah
rumah pada 2026 meningkat
menjadi 400 ribu unit. "Dukung

an yang luar biasa dari Bapak @
Presiden Prabowno untuk pe

rumahian rakyat, satu di antaranya

langkah sirategis untuk pening
katan bedah rumah rakyar,"
ucapnya di Istana Kepresidenan,

Jakarta, Senin, (5/4/20260,

Program bedal rumah ini
Bernama Bantuan Stimulan Pe
rumahan Swadava (BSPS] dan

menyasar masyarakat kaegori

miskin. Dalam program ini, mas
yarakat yang berhak mendapat
Bantuan sebesar Rp 20 juta per
rumah. Rincianmya, Rp 173 juta
bahan bangunan dan Rp 2.5 juta
untuk upah tukang.
lwanmenegaskan, BSPS yang
menargetkan 400 ribu unit rumah
pada tahun in merupakan pro-
aram penting vang dibutulkin
rakyat. Frogram ini juga sangat
baik Karena bertujuan menye
diakan hunian yang layak bagi
masyarakat. "Ini bukti keberpi
hakan Pemerintahan Prabowo
terhadap kesejahteraan rakyat."
tandas politikus Gerindra ini.
Dia menambahkan, program
bedah rumah merupakan langkah
penting yang dilakukan Peme
rintah Prabowo. Karena dalam

Andi lwan

banyak wilayah, persnalan utama
perumahan justru bukan ketiada
an rumah, tapi kondist rumah
yang secara struktural tidak lagi
memenuhi standar keamanan,
kesehatan, dan kelayakan hidup.

Selain peningkatan jumlah
unit. cakupan program bedah
rumah i tahun 2026 akan diper
luas secara nasional. Karena itu,
gebirakan yang dilakukan Presi
den Prabown dengan mening
katkan sccara signifikan jumlah
rumah yang akan direnovasi,
harus dibarengi dengan imple
mentasi yang baik di lapangan.

Diketabiui, pada tahun 2023
terdapal 220 kabupaten/kota

yang belum menerima program

bedah rumah. Pada tahun ini
Pemerintah memastikan seluruh
kabupaten/kota akan mendapat
kan program tersebut.

Dia mengingatkan Kementeri
an PKP sebiagal pelaksana pro
pramuniuk memetakan penerina
manfaat dengan maksinmal. Anti-
nya, kelepatan membaca rumah
mana yang paling membutubkan
intervensi sangat penting (i
Iihukan. "Selain berpijak pada
kesesuaian data dan laparan dari

Pemda, penting juga memastikan

dengan kondisi i lapangan,” jelas
legislator dari daerah pemilihan
(dapil) Sulawesi Selatan {Sulsel).

Untuk itu, Iwan mendorang
agar proses verifikasi dilakukan
dengan penub kehati-hatian. Ka
rena dalam banyak kasus pem
berian bantuan sosial, sering di
temukan adanya ketidakakurat
an data, sehingga masyarakal

yang berhak justru tidak menjadi

penerima manfaat,

Anggota Komisi V DPR Ema
sart Dewd menambahkan, pro
pram bedah rumah akan dipulir

kan secara masif dan menyasar
masyarakat berpenghasilan ren
dah yang masih menenpati
mah ticak layak huni. Program
ini akan digelar secara merata di
seluru kabupaten'kota di Indone
sia. “Kita ingin dampakeya tidak
hanya sesaat, etapi berkelanjut
an," kata Ema dalam keterangan
niya, Senin (L3/4/2026).

Ema menegaskan, pengawasan
pelaksanaan program inf menjadi
aspek penting agar banuan tepat
sasaran dan tidak menimbulkan
persoalan di lapangan. "Kami
mendorong adanya koardinasi
yang kuat antara Pemerintah
Pusat, Peruda, serta pihak terkait
lainnya," imbau politikus Partai
Nasdem ini.

Sebapai informasi, program be
dlathrumah menjarl salah sau upaya
Pemerintah unuk mengurangi jum
lah rumah tiak Layak buni (RTLH)
dli Inonesia. Program ni dijalankan
oleh Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman (FKF)
dengan landasan hukum Peraturan
Menteri PKP Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Ban-
fuan Penbangunan Perumahian dn
Penyediaan Rumah Khusus. n e
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